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TEI{TAITG

WAI,IKOTA BATU,

Menimbang

DEI{GAN RAIIHAT TUHAN YAIIG MAHA ESA

a. bahwa dalam rangka memenuhi asas pembentukan
perangkat daerah untuk membantu Kepala Daerah
dan Dewan Perwakilal Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah lebih efektif dar|
elisien;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tent€rg Perargkat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahal atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang PeranSkat Daerah, ketentuan
Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Sekretariar Dewan Perwalcilan Ra.lryat Daerah
Provinsi dai Kabupaten/Kota, Ketentuan Pasal 9
dan Pasal 10 Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor
5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah
Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraaa Urusan Pemerintahan,
ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 1I Tahun 2Ol9 tentang Perangkat Daerah
yang Melaksanakan Urussn Pemerintahan di Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik, ketentuar Pasa.l 13
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit ke{a
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,
ketentuan Pasal 4 dan Pasal 13 Peraturan Menteri



c

d

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran
daJI PenyeLamatan Provinsi dal Kabupaten/Kota;
bahwa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perarrgk:i
Daerah masih terdapat kekurangan dan belum
menampung perkembangan sehingga perlu diubal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perltr
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daer8h;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undarg Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukkan Kota Batu (l€mbaftn Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO1 Nomor 91,
Tambahan hmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4118);
Undang-Undang Nomor 12 Ta-hun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undarga-n
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 201I
Nomor 82, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimala telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 201 I tentang Pembentukan Peraturan
Perundalg-undangan (L€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
L€mbal-ar Negara Republik Indonesia Nomor 63981;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipit Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5494);
Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembararl Negara Repub[k lndonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara
Repu blik lndonesia Nomor 5679):
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6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Adrninistrasi Pemerintahan {kmbararr Negara
Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan I€mbaran Negara Repub[] Indonesia
Nomor 560l);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (l€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan l,€mbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) s€bagaimana telah diubah dengar
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perargkat Daerah
(I.cmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

8- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undarg Nomor 12
Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

12, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekedaan Umum darl Perumahal
Rakvat;

[3. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubah dengar Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum daJr Perumalan
Ralgrat Nomor 20 I PRT I M I 2016 tentanS Organisasi
dan Tata Kela Unit Pelaksana Teknis Kementerian
Pekelaan Umum dan Perumalajr Rakyat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pekedaan Umum dan Perumaha-n Rakyat
Nomor O5/PRT/M/2O19 ter.talfg Perubahan atas
Peraturan Menteri Pekeiaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 20 / PRT I M / 2016 tentang Organisasi
dan Tata Ke{a Unit Pelal<sana Teknis Kementerian
Peketaan Umum dan Perumahan Rakyat;
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16. Peraturar Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016
tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang
Pariwisata;

17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.O1O /8 /2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Ttrgas dan Fungsi Dinas Urusan
Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah
Provinsi dan lGbupaten/Kota;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun
2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekreta-riat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 5 Talun
2Ol7 ter,tang Pedoman Nomenklatur Perargkat
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yarrg
Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1O6 Tahun
2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat
Daerah yanB Melaksanakan Urusan Pemerintahan
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
20l8 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah:

22. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran
Daerah Kabupaten/ Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Potitik;

24. Peraturar Menteri Da]am Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur Unit keda
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2O2O tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

27. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan
Masyarakat;

28. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (kmbaran Daerah Kota Batu Tahun 2O16
Nomor 5/D);
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DengEn PersetuJuan Ber3qme
DIWAN PERWAIULIIN RAXYAT DAERAII KOTA BATU

dan
WALII(OTA BATU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATIJRAN DAERAH TEIITA. G PERT'BAIIAN ATAS
PERATURA.IT DAERAH I(OTA BATU ITOMOR 5 TAHIJIT
2016 TENTA.ITG PEMBENTI'XA.IT DAI{ SUSUNA.IT
PERAI{GXAT DAERAII.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daeral Kota Batu
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2016 Nomor 5/D) diubah sebagai berikut:

L Ketentuan Pasal 4 ayat (2]', ayat (4]., ayat (5) huruf c
diubah dar ditambalkan 2 (dua) huruf yakni huruf
d dart huruf e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Selaetariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a merupakar Sekretariat Daerah
Tipe B.

(2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b merupa-kan Sekretariat DPRD
Tipe B.

(3) Inspektorat sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3

huruf c merupakan lnspeldorat Tipe B.
(4) Dinas Daera} sebagaimana dimaksud dalam

Pasat 3 huruf d merupakan Dinas Daerah yanB
terdiri dari:
a. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang pendidikan serta
urusan pemerintahan bidang kepemudaan
dan olahraga;

b. Dinas Pemberdayaar Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,
dan Keluarga Berencana Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintalan
bidang pemberdayaan perempuan dan
p€rlindungan alak, urusan pemerintahan
bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencara, dan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;
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c. Dinas Pariwisata Tipe A menyelengga.a.karl

urusan pemerintalan bidang pariwisata serta

urusan pemerintahan bidaag kebudayaan;
d. Dinas Komunikasi dan informatika Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang komunikasi dar informatika, urusan
pemerintahan bidang statistik, dan urusan
pemerintala-n bidang persandian;

e. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu
Satu Pintu, dan Tenaga Keia Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidalg penanaman modal dan urusarl
pemerintahar bidang tenaga keia;

f. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe B
menyelenggajalan urusan pemerintahan
bidang perpustakaan dan urusan
pemerintahan bidang kearsipan ;

g. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggaralan
urusan pe merintahan bidang kesehatan;

h. Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang
Tipe B menyelenggarakan urusan
p€merintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perumahan rakyat dan
kawasan permukiman dan urusan
pemerintahan bidang pertanahan ;

j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B

menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang lingkungan hidup;
k. Dinaa Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tipe B menyelenggarakan urusarn
pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;

l. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang perhubungan;

m. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindusfial,
dan Perdagangal Tipe B menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang koperasi usaha
kecil dan menengah, serta urusan
pemerintahan bidang perindustrian dan

urusan pemerintahan bidang perdagangan;
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n. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pertanian, urusan pemerintahan

bidang pangan, serta urusan pemerintahal
bidarg perikanan;

o. Dinas Sosia.l Trpc C menyelenggarakar urusajl
pemerintahan bidang sosial;

p. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatar
Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman dan
ketertiban umum serta perlindungan

masyarakat sub urusal kebal<aran; dan
q. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A

menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang ketenteraman dan ketertiban umum
serta perlindungan masyarakat sub urusarr
ketenteraman dan ketertiban umum.

(5) Badan Daeral sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf e merupakan Badan Daerah

yarg terdiri dari:
a. Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, dar Pengembangan Daerah Tipe

A melal<sanal<an fungsi penunjang
perencanaan serta fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Tipe C

melaksanakan fungsi penunjang

kepegawaian serta fungsi penunjang
pendidikan dar pelatihan;

c. Badal Pendapatan Daerah Tipe B

melaksanakal fungsi penunjang keuangar
sub urusan pengelolaan pendapatan

daerah;
d. Badar Keuangan dan Aset Daerah Tipe B

melaksanakan fungsi penunjang keuangan
sub urusan pengelolaan keuangan dan aset

daerah; dan
e. Badan Kesatuan Bargsa dan Politik,

melal<sanakan urusan pemerintahal
Umum di bidang Kesatuan Bangsa dan

Politik, dengar paling banyak 2 (dua)

bidarrg.
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(6) Kecamatan seba8aimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf f terdiri dari:
a. Kecamatan Batu dengal Tipe A;
b. Kecamatan Bumiaji dengan Tipre A; darr
c. Kecamatan Junrejo dengan Tipe A-

2. Ketentuan Pasal l0 huruf b
berbunyi sebagai berikut:

diubah sehingga

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat Unit
Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang
pendidikan dan unit organisasi yang bersifat khusus
di bidang kesehatan, yang menangani:
a. Urusan pemerintahan bidarg p€ndidikan berupa

satuan pendidikan daerah kota dengarr
berbentuk satuan pendidikan formal dan
nonformal;

b. Urusan pemerintahan bidang kesehatan berupa
rumah sakit daerah kota sebagai unit orgarisasi
yang bersifat khusus dan pusat kesehatan
masyarakat sebagai unit or8anisasi bersifat
fungsional yang memberikan layanan secara
profesional ;

c. Dalam ha] rumah sakit daerah belum
menerapkan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, pengelolaan keuangan
rumah sakit daerah tetap bersifat otonom
dalam perencanaan, pelalsarraan, dan

Pertanggungjawaban keuangal.

3. Ketentuan Pasal l5 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Parel 16

Unit Pelaksana Tekais dan perangkat daerah
berbentuk Rumah Sakit sebagal unit organisasi yang
bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat
sebagai unit orgarisasi bersifat fungsional yang
memberikan layanan secara profesional dengan
susunan orgarisasi dan tata kerja yang ditetapkan
sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan
terbentuknya Peraturan walikota tentang unit
pelaksana teknis yang baru.

5. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

HdmdAddillhlo..
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkar dan pelaksanaanya terhitung mulai tanggal
I Januari Tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daera-tr ini dengar
penempatannya da-lam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal lC klt{.igrr 2O2O

WALII(OTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada targgal l8 kgteu,rber- 2020

DAERAH ITOTA BATU,

ZADIM EFtr'ISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2O2O NOMOR 8 €

NOMOR REGTSTER PERATURAN DAERAH NOMOR llz- E. 2ozo
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I. UMUM

Bahwa dalam rangka memenuhi asas pembentukan perangkat
daerah untuk membartu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahal yang
menjadi kewenangan Daerah lebih efektif dan efisien. Tata ke{a
perangkat daerah yang jelas guna melal<sanakan urusan yang menjadi
kewenangan pemerintal:an baik di pusat maupun di daerah.
Perangkat daerah kabupaten/kota merupakan unsur pembantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahal daerah yang
terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekreta-riat DPRD, Inspektorat, Dinas
Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan. Serta menyesuaikan struktur
orgarisasi dan tata kelja perargkat daerah dengar kond.isi
perkembangan masyarakat dan adanya kebrjakan baru tentang
penataan kelembagaaa perargkat daerah secara komprehensif darr
belkelaflj utan .

Bahwa Sesuai dengan perkemban n peraturan perundang-
undangan dan memperhatikan dinamika pel sanaan Perangkat
Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerint Nomor
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
sebagaimana tetah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur
Sekretariat Dewan Perwakilan Ral1fat Daerah Provinsi darl
Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2Ol7 len^taJ],g Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan
Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Da-Iam
Negeri Nomor 1I Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang
Melaksalakal Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tairun 2019 tentang
Pedoman Nomenklatur Unit kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dan Peratur Menteri Dalam Negeri Nomor 16
Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Per gkat Daerah masih terdapat
kekurangan dal belum menErmpung perkemb gan sehingga perlu
diubah.

Halmm 10 ddi 1l hlm...

PEI{JELASAN
ATAS

PERATUR,AN DAERAH
NoMoR B TAHI,N 2o2o

TENTANG
PERUBAIIAN ATAS PERATI'R,AII DAERAII NOMOR 5 TAHUN 2016
TEIYTANG PEMBEI{TUKAIT DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAII



II. PASAL DEMI PASAI

Pasal I

Angka I

Pasal 4

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 10

Cukup Jetas

Angka 3

Pasal 15

Cukup Jelas

Angka 4

Pasat 16

Cukup Jelas

Angka 5

Pasal l9

Cukup Jelas

Pasal tl
Cukup Jelas
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